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ABSTRAK 
 

Pemungutan  pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi semua warga dan 

penduduk suatu negara, tak terkecuali bagi profesi penulis. Kewajiban perpajakan 

dalam bernegara seringkali dipandang sebagai kewajiban yang membebani dan 

dianggap sebagai kewajiban yang tidak adil bagi sebagian masyarakat, 

diantaranya oleh Tere Liye –seorang penulis populer yang banyak dikenal 

kalangan pembaca buku novel di Indonesia. Tere Liye mengajukan keberatan 

tentang pajak dengan membandingkan penghasilannya dengan profesi lain, seperti 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rumusan masalah penulisan hukum ini adalah 

tentang pengaturan kewajiban wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai 

penulis dan praksis pengenaan pajak terhadap profesi penulis di Indonesia. 

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan empiris atau 

non doktrinal. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian 

lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Analisis hasil 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban 

perpajakan profesi penulis diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 adapun 

praksis pengenaan pajak profesi penulis dimulai dari dipenuhinya syarat-syarat 

subjektif terdapat pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009, sedangkan syarat 

objektifnya terdapat pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Akibat hukum 

terpenuhinya kedua syarat tersebut maka dalam diri penulis melekat hak dan 

kewajiban di bidang perpajakan.  Ditambah pelaksanaan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang 

pemungutan pajak penghasilannya menggunakan with holding system yang 

diterima penulis baik dari royalti dan honorarium dilakukan pihak pemotong 

pajak, sedangkan untuk menghitung pajak terutang pada tahun pajak tersebut 

menggunakan self ssessment system.  Rekomendasi terkait dengan hasil dan 

kesimpulan penelitian pada penulisan ilmiah ini adalah : 1) Direktorat Jenderal 

Pajak melalui kantor- kantor pajak setempat perlu mengintensifkan sosialisasi 

kepada wajib pajak dan pihak pemotong pajak – khususnya bagi profesi penulis, 

penerbit,  dan toko buku- 2) kesadaran pentingnya membayar pajak bagi wajib 

pajak dan pihak pemotong; 3) Pemerintah  perlu  mempertimbangkan keringanan 

pemungutan pajak bagi penulis agar dapat digunakan sebagai insentif bagi 

penulis, penerbit, dan toko buku yang merupakan ujung tombak untuk mendorong 

budaya literasi. 

 

 

Kata Kunci : Profesi Penulis, Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan 
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ABSTRACT 
 

Tax collection is a state duty for all citizens and residents of a 

country,include a book author. Taxation obligations in the state are often 

regarded as oppressed  and perceived as unjust obligations for some people, such 

as Tere Liye - a well known to novel writer in Indonesia. TereLiye complained 

about taxes by comparing his earnings with other professions, such as 

entrepreneurship. Formulation of the problem of the legal writing is about the 

taxpayer's obligations of individuals who work as a writer and tax praxis of the 

professional writers in Indonesia. 

This paper uses the method of empirical or non-doctrinal approach writing. 

Data and legal materials were collected through field research methods and 

library research. The result analysis were using descriptive analytical methods. 

Based on the reseach result, it can be concluded that the taxation obligation 

of professional profession is regulated in UU No 16 Year 2009 while the praxis of 

taxation of writer profession starts from the fulfillment of subjective requirements 

contained in UU No. 16 Year 2009, while the objective requirement is in UU No. 

36 Year 2008. Due to the law of fulfillment of these two conditions, the writer 

inherent in the rights and obligations in the field of taxation. Plus the 

implementation of tax obligations in accordance with the procedures set forth in 

Law no. 36 Year 2008 which the income tax collection using the holding system 

received by the author both from royalties and honorarium done by the tax cutter, 

while calculating the total taxes during tax year by using self assessment system. 

Based on the terms of the recommendation related to the results and research 

conclusions in scientific writing are: 1) Directorate General of Taxation through 

local tax offices need to intensify socialization to taxpayers and tax-cutting parties 

- especially for the profession of authors, publishers, and bookstores, 2 ) 

awareness of the importance of paying taxes to taxpayers and cutting parties; 3) 

The government needs to consider tax collection levies for authors to be used as 

incentives for writers, publishers, and bookstores who are at the frontman of 

literacy culture encouragement. 

 

 

 

Keywords: Writer, Tax Obligation, Income Tax 
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